WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang :

Mengingat :

-

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Pasal 6 ayat (1) dan (2) perlu dilakukan
perubahan karena beberapa ketentuan harus disesuaikan
dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone31a Nomor 3566);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesua Nomor 4593);

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan
Surat Paksa (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri
D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan
Surat Paksa (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Seri
D Nomor 7);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun
2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor
27);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Menetapkan

dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



o/

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011 Nomor 9) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan ‘Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

dipungut pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan wuntuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a.Jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu
kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. Jalan tol;

c. Kolam renang;

d. Pagar mewah;

e. Tempat olahraga;

f. Galangan kapal, dermaga;

g. Taman mewah;,

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

i. Menara.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

"Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk
NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta ) ditetapkan
sebesar 0,07 % ( nol koma nol tujuh persen ).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk
NJOP diatas Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta ) sampai dengan
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09 % {(
nol koma nol sembilan persen ). ’

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk
NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ditetapkan
sebesar 0,15 % ( nol koma lima belas persen ).



3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, schingga keseluruhan Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga ) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Walikota.

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua
persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut :

‘“Pasal 15

(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan,



(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak
diatur dengan Peraturan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 16
(1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD diatur dengan peraturan Walikota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penisian penyampaian SPOP,
SPPT, SKPD diatur dengan peraturan Walikota.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Ceptember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,

UHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Ceptember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

A

H. ZULFADLI GAZALI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (166/2014)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Daerah sektor
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari PBB sebagai upaya
meningkatkan kapasitas fiskal Kota Banjarmasin yang sesuai dengan RPJM
Kota Banjarmasin. Indikasi Program Prioritas Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Indikasi Kegiatan
Prioritas yaitu Pengelolaan dan Ekstensifikasi Penerimaan PBB.

Selain daripada itu, Pajak Daeah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam
meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf J Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah,
disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kota
Banjarmasin berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya
sektor Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam
pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau
perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau
perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan
Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan
keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan
pembangunan sesuai dengan kemampuannya.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR .23



